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 Abstrak 
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Hukum 

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan anak dalam konteks pencabulan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Latar belakangnya adalah 

meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak meskipun telah ada kerangka hukum yang 

komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas hukum dan peran lembaga 
penegak hukum dalam melindungi anak dari pencabulan, serta mengidentifikasi tantangan dan 

peluang untuk memperkuat perlindungan anak. Metode penelitian meliputi analisis peraturan 

perundang-undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 
nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-

undang ini telah memperkuat perlindungan anak dengan meningkatkan sanksi pidana dan 

memberikan perlindungan khusus bagi anak korban, implementasinya masih menghadapi berbagai 

tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga yang 
belum optimal, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian menyoroti peran krusial lembaga 

penegak hukum serta kendala seperti minimnya alat bukti, panjangnya proses hukum, dan kurangnya 

pendekatan sensitif terhadap anak korban. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antar 

pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian 
ini menyarankan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan sistem rujukan dan pendampingan 

korban, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini diharapkan 

memberikan pemahaman komprehensif tentang perlindungan anak dari pencabulan di Indonesia dan 

menjadi landasan bagi upaya penguatan perlindungan anak. 

 

 
Abstract 
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Enforcement. 

This study explores child protection in the context of molestation based on Law Number 35 of 2014 

concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection in Indonesia. The 
background of this research is the increasing cases of child molestation despite the existence of a 

comprehensive legal framework. The aim of this study is to understand the effectiveness of the law 

and the role of law enforcement agencies in protecting children from molestation, as well as to 

identify challenges and opportunities to strengthen child protection. The research methods include 
an analysis of legislation, law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 

concerning child protection. The findings show that although this law has strengthened child 

protection by increasing criminal penalties and providing special protection for child victims, its 

implementation still faces various challenges such as lack of understanding among law enforcement 
officers, suboptimal inter-agency coordination, and limited community participation. The study 

highlights the crucial role of law enforcement agencies and the obstacles they face, including 

insufficient evidence, lengthy legal processes, and a lack of child-sensitive approaches. To overcome 

these challenges, strong synergy among stakeholders, institutional capacity building, and community 
participation are needed. The study suggests training for law enforcement officers, strengthening 

referral systems and victim assistance, and public campaigns to raise community awareness. This 

research is expected to provide a comprehensive understanding of the mechanisms needed to 

effectively protect children from molestation in Indonesia and serve as an empirical basis for efforts 

to strengthen child protection. 
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dengan berbagai implikasi hukum dan sosial. Pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran serius 

terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban (Noviana, 2015). Meskipun 

Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk melindungi anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, kasus pencabulan terhadap anak masih terus terjadi (Mardiah, 2016). Hal ini 

menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut tentang efektivitas hukum dan peran lembaga penegak hukum dalam 

melindungi anak dari tindak pencabulan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan anak di Indonesia. 

UU ini memperluas definisi anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, serta 

mempertegas peran dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam 

menjamin perlindungan anak (Sari, 2019). Namun, implementasi UU ini di lapangan masih menghadapi 

berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi 

antar lembaga, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pencabulan (Utami, 2017). 

Peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat krusial dalam 

penanganan kasus pencabulan terhadap anak. Namun, lembaga-lembaga ini kerap dihadapkan pada berbagai 

kendala, seperti minimnya alat bukti, panjangnya proses hukum, serta kurangnya pendekatan yang sensitif 

terhadap anak korban (Fitriani, 2016). Di sisi lain, keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

sebagai lembaga independen juga diharapkan dapat memantau dan mengadvokasi kebijakan perlindungan 

anak. Namun, KPAI juga menghadapi tantangan terkait sumber daya dan cakupan wilayah kerja yang luas 

(Raharjo, 2018). 

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, kajian ini berupaya memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang perlindungan anak dalam konteks pencabulan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014. 

Dengan menganalisis aspek hukum dan peran lembaga penegak hukum, kajian ini diharapkan dapat 

mengidentifikasi kelemahan dan peluang penguatan perlindungan anak dari ancaman pencabulan di Indonesia 

(Jones et al., 2020; Hidayat, 2019). 

Pentingnya topik perlindungan anak dalam konteks pencabulan terletak pada kebutuhan mendesak untuk 

memahami secara komprehensif kerangka hukum dan kelembagaan yang ada dalam melindungi anak-anak 

dari ancaman kejahatan seksual. Pemahaman ini sangat krusial mengingat tingginya prevalensi kasus 

pencabulan terhadap anak di Indonesia, yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, keluarga, dan 

masyarakat secara luas (Noviana, 2015; Raharjo, 2018). Melalui kajian mendalam terhadap Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peran lembaga penegak hukum terkait, kita dapat 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem perlindungan anak yang ada. Analisis ini penting untuk 

menemukan kesenjangan-kesenjangan yang perlu diatasi, baik dari segi substansi hukum, struktur 

kelembagaan, maupun budaya hukum di masyarakat (Fitriani, 2016; Sari, 2019). 

Dengan memahami kesenjangan tersebut, kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat 

sasaran untuk memperkuat perlindungan anak dari tindak pencabulan. Rekomendasi ini dapat mencakup 

perbaikan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta 

upaya preventif melalui edukasi dan partisipasi masyarakat (Mardiah, 2016; Utami, 2017). Lebih jauh, kajian 

ini juga berperan penting dalam menyadarkan publik tentang urgensi perlindungan anak dan mendorong 

perubahan norma sosial yang lebih protektif terhadap anak. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak, 

serta meningkatnya pelaporan dan penanganan kasus pencabulan secara dini (Jones et al., 2020). 

Pada akhirnya, memahami dan memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan anak 

merupakan investasi berharga bagi masa depan bangsa. Dengan melindungi anak-anak dari ancaman 

pencabulan, kita tidak hanya menjamin hak-hak mereka, tetapi juga mengurangi potensi dampak negatif jangka 

panjang, seperti gangguan kesehatan mental, putus sekolah, dan perilaku berisiko di masa dewasa (Hidayat, 

2019). Oleh karena itu, kajian ini menjadi landasan penting bagi upaya komprehensif untuk mewujudkan 

perlindungan anak yang optimal di Indonesia. 

Pengetahuan yang ada tentang perlindungan anak dalam konteks pencabulan terutama berfokus pada 

kerangka hukum dan kelembagaan yang telah dibentuk untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. 

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak (Sari, 2019). UU ini menjadi payung hukum yang komprehensif dalam menjamin hak-hak 

anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. 

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang memberikan pemberatan 

hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Noviana, 2015). Keberadaan peraturan perundang-

undangan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. Dari 

segi kelembagaan, Indonesia memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk 

berdasarkan amanat UU Perlindungan Anak. KPAI berperan dalam melakukan pengawasan, memberikan 

masukan, serta mengadvokasi kebijakan dan implementasi perlindungan anak di Indonesia (Mardiah, 2016). 

Selain itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga memiliki peran krusial 

dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak (Fitriani, 2016). 

Namun, berbagai studi juga mengungkapkan adanya tantangan dan keterbatasan dalam implementasi 

kerangka hukum dan kelembagaan tersebut. Misalnya, masih adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, 

kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang penanganan kasus pencabulan anak, serta belum 

optimalnya koordinasi antar lembaga terkait (Utami, 2017). Tantangan lainnya meliputi minimnya partisipasi 

masyarakat dalam melaporkan kasus, stigma sosial terhadap korban, serta terbatasnya layanan pemulihan dan 

rehabilitasi bagi anak korban pencabulan (Raharjo, 2018). 

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta jangkauan geografis juga menjadi kendala bagi 

lembaga seperti KPAI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi secara optimal (Hidayat, 2019). 

Selain itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga masih belum merata 

dan berkelanjutan (Jones et al., 2020). 

Dengan demikian, meskipun telah ada kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup komprehensif, 

implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk 

memperkuat kapasitas, koordinasi, serta partisipasi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan 

perlindungan anak yang lebih efektif dari ancaman pencabulan. Meskipun telah ada pengetahuan yang cukup 

luas tentang kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan anak dalam konteks pencabulan, masih terdapat 

kesenjangan pemahaman tentang mekanisme spesifik yang diperlukan untuk secara efektif melindungi anak 

dari ancaman kejahatan seksual ini. Fitriani (2016) mengungkapkan bahwa masih diperlukan kajian yang lebih 

mendalam tentang peran dan efektivitas lembaga-lembaga perlindungan anak, serta sinergi antar pemangku 

kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan anak. 

Kesenjangan pengetahuan ini mencakup beberapa aspek. Pertama, belum ada analisis komprehensif 

tentang kekuatan dan kelemahan substansi hukum dalam UU Perlindungan Anak, khususnya terkait 

pencegahan dan penanganan kasus pencabulan. Kedua, masih terbatas pemahaman tentang kapasitas dan 

kendala kelembagaan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, KPAI, serta lembaga terkait lainnya dalam 

menjalankan peran perlindungan anak (Hidayat, 2019). Ketiga, belum ada pemetaan yang jelas tentang faktor-

faktor sosial budaya yang berkontribusi terhadap kerentanan anak terhadap pencabulan, serta strategi 

perubahan norma sosial yang efektif untuk mencegah kejahatan ini (Jones et al., 2020). 

Berdasarkan kesenjangan pengetahuan dan rasional yang telah diuraikan, pertanyaan utama yang ingin 

dijawab melalui penelitian ini adalah: Apa saja mekanisme hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk 

melindungi anak dari pencabulan secara efektif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014? 

Pertanyaan ini mencakup beberapa sub-pertanyaan, antara lain: (1) Bagaimana substansi hukum dalam 

UU Perlindungan Anak mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus pencabulan, serta apa kekuatan 

dan kelemahannya? (2) Bagaimana peran dan kapasitas kelembagaan dari aparat penegak hukum, KPAI, serta 

lembaga terkait lainnya dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Anak, serta apa kendala yang 

dihadapi? (3) Faktor-faktor sosial budaya apa yang berkontribusi terhadap kerentanan anak terhadap 

pencabulan, serta bagaimana strategi perubahan norma sosial yang efektif untuk mencegah kejahatan ini? 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 

mekanisme hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk melindungi anak dari pencabulan di Indonesia, 

khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Menganalisis substansi hukum dalam UU Perlindungan Anak terkait pencegahan dan penanganan kasus 

pencabulan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya; (2) Mengkaji peran dan kapasitas 

kelembagaan dari aparat penegak hukum, KPAI, serta lembaga terkait lainnya dalam mengimplementasikan 

UU Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi; (3) Memetakan faktor-faktor sosial 

budaya yang berkontribusi terhadap kerentanan anak terhadap pencabulan, serta merumuskan strategi 

perubahan norma sosial yang efektif untuk mencegah kejahatan ini. 
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Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan 

empiris dan konseptual bagi upaya penguatan perlindungan anak dari ancaman pencabulan di Indonesia. 

Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan, 

praktisi hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat secara luas dalam mewujudkan lingkungan yang 

lebih aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian 

meliputi analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini bertujuan 

untuk memahami ketentuan hukum yang relevan, termasuk perluasan definisi anak, peningkatan sanksi pidana 

bagi pelaku kejahatan seksual, serta perlindungan khusus bagi anak korban. Selain itu, penelitian ini juga 

mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti laporan kasus, berita acara pemeriksaan, dan 

putusan pengadilan, untuk memahami detail kasus dan keputusan hukum yang diambil. 

Data yang diperoleh dari analisis peraturan, dokumentasi, wawancara, dan observasi akan dianalisis 

secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai 

elemen perlindungan anak dalam kasus pencabulan. Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun 

rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan anak di Indonesia. 

 

DISKUSI DAN HASIL TEMUAN 

Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak merupakan payung hukum utama dalam upaya melindungi anak-anak 

Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. UU ini mengatur secara komprehensif 

hak-hak anak, kewajiban negara dan masyarakat, serta mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang 

menjadi korban tindak pidana, termasuk korban pencabulan (Sari, 2019). 

Salah satu perubahan signifikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah penguatan sanksi pidana bagi 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ancaman hukuman diperberat, dengan pidana penjara paling singkat 

5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 81 ayat 1). UU ini juga 

memperkenalkan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat 6 dan 7). 

Selain penguatan sanksi, UU No. 35 Tahun 2014 juga mengamanatkan perlindungan dan pendampingan 

bagi anak korban pencabulan. Anak korban berhak mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas 

melalui media massa, mendapatkan pendampingan psikososial dan bantuan hukum, serta dirahasiakan 

identitasnya (Pasal 69A). UU ini juga mewajibkan pemerintah dan lembaga negara untuk menyediakan 

fasilitas dan menyelenggarakan upaya pemulihan kesehatan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban (Pasal 

69C). 

Mekanisme Hukum dalam Menangani Kasus Pencabulan Anak 

Penanganan kasus pencabulan anak melibatkan mekanisme hukum pidana yang diatur dalam UU 

Perlindungan Anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini dimulai 

dengan pelaporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan 

penyelidikan dan penyidikan. Jika bukti-bukti yang terkumpul telah mencukupi, kasus akan dilimpahkan ke 

kejaksaan untuk dilakukan penuntutan (Noviana, 2015). 

Dalam proses peradilan, anak korban pencabulan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, seperti 

didampingi oleh orang tua/wali, pendamping khusus, atau advokat; diperiksa tanpa kehadiran pelaku; dan 

diperiksa dalam sidang tertutup (Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2014). Hakim wajib mempertimbangkan laporan 

sosial dan kondisi psikologis anak korban dalam putusannya (Fitriani, 2016). 

Namun, dalam praktiknya, mekanisme hukum ini kerap menghadapi berbagai kendala. Misalnya, 

minimnya alat bukti, keengganan korban atau keluarga untuk melapor, serta kurangnya pemahaman aparat 

penegak hukum tentang penanganan kasus pencabulan anak yang berperspektif korban. Akibatnya, banyak 

kasus yang tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti secara optimal (Raharjo, 2018). 

Peran Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) 

Lembaga-lembaga penegak hukum memainkan peran krusial dalam penanganan kasus pencabulan anak. 

Kepolisian, sebagai garda terdepan, bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta 
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melindungi anak korban. Namun, dalam menjalankan tugas ini, polisi kerap dihadapkan pada tantangan seperti 

minimnya bukti, keengganan korban untuk melapor, serta stigma sosial yang menghambat proses hukum 

(Mardiah, 2016). 

Kejaksaan, sebagai lembaga penuntutan, berperan dalam memastikan agar kasus pencabulan anak 

dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa juga harus memastikan pemenuhan hak-hak anak 

korban selama proses peradilan, serta menuntut hukuman yang setimpal bagi pelaku (Utami, 2017). Namun, 

jaksa terkadang menghadapi kendala dalam menghadirkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa. 

Pengadilan, sebagai lembaga pemutus, bertugas memeriksa dan mengadili kasus pencabulan anak secara 

objektif dan imparsial. Hakim harus mempertimbangkan laporan sosial dan kondisi psikologis anak korban 

dalam putusannya, serta menjatuhkan hukuman yang adil bagi pelaku (Fitriani, 2016). Namun, putusan 

pengadilan terkadang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (Raharjo, 

2018). 

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan penguatan kapasitas dan sinergi antar lembaga 

penegak hukum. Pelatihan bagi aparat tentang penanganan kasus pencabulan anak yang berperspektif korban, 

penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta koordinasi yang erat antar lembaga merupakan langkah-langkah 

yang dapat ditempuh. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjalankan perannya secara lebih 

efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman pencabulan. 

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan amanat UU No. 35 Tahun 2014. KPAI berperan penting dalam memantau, mengawasi, dan 

memberikan masukan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, termasuk dalam konteks 

pencegahan dan penanganan kasus pencabulan (Mardiah, 2016). Dalam menjalankan perannya, KPAI 

melakukan sejumlah upaya, seperti menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi dan mediasi 

kasus, memberikan rekomendasi kebijakan, serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak 

(Fitriani, 2016). KPAI juga aktif mengadvokasi kebijakan dan anggaran yang responsif terhadap perlindungan 

anak, serta mendorong sinergi antar pemangku kepentingan. 

Namun, dalam praktiknya, KPAI juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, keterbatasan sumber 

daya manusia dan anggaran, luasnya cakupan wilayah kerja, serta belum optimalnya koordinasi dengan 

lembaga-lembaga terkait (Raharjo, 2018). Akibatnya, peran KPAI dalam pencegahan dan penanganan kasus 

pencabulan anak belum dapat dijalankan secara maksimal. 

Tantangan Implementasi Perlindungan Anak di Lapangan 

Implementasi perlindungan anak dalam konteks pencabulan menghadapi sejumlah tantangan di 

lapangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya "diam" dan stigma sosial terhadap anak 

korban pencabulan. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara 

optimal (Noviana, 2015). Tantangan lainnya meliputi minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak 

dan mekanisme pelaporan kasus, belum meratanya layanan pendampingan psikososial dan bantuan hukum 

bagi anak korban, serta belum efektifnya mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban 

(Utami, 2017). Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penyedia layanan perlindungan anak 

juga masih belum optimal. 

Faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan lemahnya sistem perlindungan 

sosial juga berkontribusi terhadap kerentanan anak terhadap pencabulan (Jones et al., 2020). Anak-anak dari 

keluarga miskin, anak yang putus sekolah, atau anak yang hidup di lingkungan dengan tingkat kriminalitas 

tinggi cenderung lebih rentan menjadi korban. 

Urgensi Sinergi Pemangku Kepentingan & Penguatan Kapasitas 

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan 

dalam upaya perlindungan anak dari tindak pencabulan. Sinergi ini melibatkan kerjasama erat antara lembaga 

pemerintah (KPAI, kementerian/lembaga terkait), aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media, 

dunia usaha, dan masyarakat luas (Raharjo, 2018). 

Sinergi tersebut perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, 

harmonisasi kebijakan dan program, serta perluasan jangkauan edukasi dan sosialisasi. Misalnya, pelatihan 

bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus pencabulan anak yang berperspektif korban, penguatan 

sistem rujukan dan pendampingan korban, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

(Utami, 2017). 
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Penguatan kapasitas juga perlu dilakukan secara berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Hal 

ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi dan basis data, serta pengembangan 

mekanisme monitoring dan evaluasi (Fitriani, 2016). Dengan kapasitas yang kuat, para pemangku kepentingan 

dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam melindungi anak dari ancaman pencabulan. 

Peran KPAI sebagai lembaga pengawas dan pengadvokasi kebijakan perlindungan anak sangatlah 

penting. Namun, efektivitas peran tersebut masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber 

daya dan belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian 

serius agar KPAI dapat menjalankan mandatnya secara lebih optimal. Tantangan implementasi perlindungan 

anak di lapangan juga menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor sosial budaya, 

seperti stigma dan budaya diam, serta faktor struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan, turut 

berkontribusi terhadap kerentanan anak. Pendekatan yang holistik dan multisektoral sangat diperlukan untuk 

mengatasi akar masalah dan memperkuat sistem perlindungan anak. 

Urgensi sinergi dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan tidak dapat diabaikan. Perlindungan 

anak dari ancaman pencabulan membutuhkan kerjasama erat dan komitmen bersama dari semua pihak. 

Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan edukasi dan 

sosialisasi merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil. 

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dari tindak pencabulan masih 

menghadapi banyak tantangan, baik dari segi kelembagaan, sosial budaya, maupun struktural. Meski demikian, 

dengan sinergi yang kuat, komitmen bersama, dan upaya penguatan kapasitas yang berkelanjutan, bukan tidak 

mungkin tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen 

masyarakat, agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal. 

Berikut adalah versi deskriptif dan naratif dari kesimpulan tersebut tanpa penomoran: 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih marak terjadi 

di berbagai daerah di Indonesia. Faktor-faktor penyebab utama yang teridentifikasi meliputi kemiskinan, 

rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum. Dampak jangka panjang pada anak korban 

sangat memprihatinkan, mencakup trauma psikologis, gangguan tumbuh kembang, dan risiko menjadi pelaku 

kekerasan di masa depan. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, 

implementasinya belum optimal dan kurang terkoordinasi dengan baik. Implikasi Hukum dan Sosial, Temuan 

ini memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Dari segi hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk 

memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan anak. Sementara itu, dari perspektif sosial, 

edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perlindungan 

anak. Penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi anak korban juga menjadi prioritas. Tak kalah 

pentingnya adalah penguatan peran dan kapasitas lembaga perlindungan anak di semua tingkatan, mulai dari 

pusat hingga daerah. 

Rekomendasi untuk Penguatan Perlindungan Anak ke Depan 

Berdasarkan temuan dan implikasi tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk memperkuat upaya 

perlindungan anak ke depan. Penyempurnaan regulasi menjadi langkah awal yang krusial, termasuk revisi UU 

Perlindungan Anak untuk memperkuat sanksi dan mekanisme penegakan, serta penyusunan peraturan daerah 

yang lebih spesifik sesuai konteks lokal. Penguatan sistem pencegahan juga perlu dilakukan melalui sosialisasi 

dan edukasi masyarakat secara masif dan berkelanjutan, serta pelatihan deteksi dini dan penanganan kasus 

bagi tenaga pendidik dan kesehatan. Optimalisasi penanganan kasus dapat dicapai dengan pembentukan pusat 

layanan terpadu di setiap kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas serta jumlah SDM penyedia layanan. 

Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui pembentukan gugus tugas perlindungan anak dari tingkat 

pusat hingga desa, serta pengembangan sistem data dan pelaporan terintegrasi. Alokasi anggaran yang 

memadai untuk program perlindungan anak juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan rekomendasi-

rekomendasi tersebut. Pelibatan aktif komunitas dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan akan 

memberikan dampak yang signifikan. Terakhir, penguatan pengawasan dan evaluasi program secara berkala 

diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini 

secara komprehensif, diharapkan upaya perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Langkah-

langkah ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan secara lebih baik, serta menjamin 

pemenuhan hak-hak anak secara optimal, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif 

bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. 
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